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ABSTRACT

TheinaaseintheV alue A dded Tax (V AT) rateto 12% has cused ancan anmmg the publig espedally the lowa-middedass pgplation
in Banjarharu dty. The incease in tax is sen as an additiomal exnamic burdan far the pepple as the tax was initially 11% and is now
raised to 12%. Based an the publics ancans abat the V AT inaease the government has provided infammation that the 12% V AT rate
apies anly to luxury giods and luxury savices. With this regilatian, it is hapad that the pdicy will be fair to all segments o sadety by
impaingthenewV A T rateanly on luxury goods and sarvis.

This resarch uses a literatur review mxthad, gathering data fram published artides, news, and dher suppating backs. The results o this
study showthat the 12% V AT rate inaease doss nct affat the publids purdmasing intaest, as the regilation apfies anly to Iuxury goods.
Howe, a daraase in incme has ben dwavad in Banjarbaru dty fran 2022 to 2024. The 12% VAT pdig; which begain
inmplanmtation in early 2025, basad an updated exnanic gowth data, has cused a dedine d 10%. Inflation has nd expaiencad a
signifiant impact frantheinaeaseinV AT beaused theregilation rdated tothe 12% V AT rate

Keywords: VAT RateInaeasg 12% V AT, Purdnasing Intarest

Abstrak

Kenaikan Pajak Penambahan Nilai PPN 12% menjadikan keresahan masyarakat terkhususnya masyarakat kalangan
menengah ke bawah di kota Banjarbaru. Kenaikan pajak di angap menjadi beban tambahan ekonomi masyarakat yang
awalnya pajak 11% menjadi 12%. Berdasarkan keresahan masyarakat akan kenaikan pajak, pemerintah memberikan
informasi ketentuan kenaikan pajak 12% hanya berlaku bagi barang-barang mewah dan jasa mewah. Dengan aturan
tersebut diharapkan adil bagi kalangan masyarakat dengan memerikan tarif PPN baru hanya pada barang dan jasa
mewah.

Metode dalam penelitian ini adalah metode Pustaka atau literatur review dengan mengali data berdasarkan publish artikel
maupun berita serta buku-buku lainnya yang mendukung. Hasil penelitian ini Kenaikan Tarif Pajak Penambahan Nilai
12% tidak mempengaruhi minat beli masyarakat, karena aturan tersebut berlaku pada barang-barang mewah. Meskipin
begitu penurunan pendapatan terjadi di kota Banjar dari tahu 2022 sampai tahun 2024. Kebijakan PPN 12% yang mulai
dilaksanakan di awal tahun 2025 dan berdasarkan data pembaharuan pertumbuhan ekonomi yang terjadi mengalami
penurunan sebesar 10%. Inflasi tidak mengalami dampak kenaikan yang signifikan karena aturan terkait Tarif Pajak
Penambahan Nilai 12%.

Kata Kunci: Kenaikan Tarif Pajak, PPN 12%, Minat Beli
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PE NDAH UL UAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berfungsi tidak hanya untuk
membiayai pengeluaran rutin pemerintah, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengatur
perekonomian dan pemerataan pendapatan. Di antara berbagai jenis pajak yang dipungut
pemerintah, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) termasuk dalam kategori pajak tidak langsung yang
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dibebankan pada konsumen akhir atas konsumsi barang dan jasa. Karena sifatnya yang melekat pada
harga, PPN sangat erat kaitannya dengan daya beli masyarakat (Kurnaini et al. 2024).

Dalam rangka memperbaiki struktur perpajakan nasional dan meningkatkan penerimaan
negara secara berkelanjutan, pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021 memutuskan untuk menaikkan tarif PPN dari
sebelumnya 10% menjadi 11% yang berlaku mulai 1 April 2022. Selain itu, UU ini juga menetapkan
bahwa tarif PPN akan kembali dinaikkan menjadi 12% paling lambat pada tahun 2025. K ebijakan ini
merupakan bagian dari reformasi fiskal nasional yang bertujuan untuk memperluas basis pajak dan
mengurangi defisit anggaran negara (Republik 1945).

Namun, kebijakan kenaikan PPN ini menimbulkan berbagai reaksi dan kekhawatiran dari
masyarakat, terutama terkait potensi penurunan daya beli akibat meningkatnya harga barang dan
jasa. Secara teori, kenaikan tarif PPN akan langsung meningkatkan harga jual barang dan jasa karena
beban pajak ditransfer ke konsumen. Akibatnya, harga kebutuhan pokok, barang konsumsi sehari-
hari, hingga jasa layanan publik dapat mengalami kenaikan yang signifikan. Kenaikan ini tentunya
akan lebih dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah yang sebagian besar
penghasilannya digunakan untuk konsumsi barang dan jasa.

Daya beli merupakan sejumlah barang atau jasa yang dapat dibeli menggunakan pendapatan
seseorang atau satuan mata uang. Daya beli masyarakat dapat dipahami sebagai kemampuan individu
untuk membayar atau tidak membayar untuk memperoleh barang yang dibutuhkan atau
diinginkannya. (Sukirno 2011). Sedangkan menurut Kotler keputusan pembelian adalah suatu
langkah dalam proses keputusan pembelian, tititk dimana konsumen benar-benar membeli suatu
produk (Amstrong 2012). Secara teori daya beli masyarakat akan mengalami perubahan dikarenakan
aturan kenaikan pajak menyebabkan masyrakat akan mempertmbangkan keputusan pembelian
khususnya di Kota Banjarbaru.

Kota Banjarbaru, sebagai kota administratif sekaligus pusat pertumbuhan baru di Provinsi
Kalimantan Selatan, mengalami pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang cukup pesat
dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data BPS, tingkat urbanisasi di Banjarbaru meningkat
setiap tahun, bersamaan dengan naiknya kebutuhan konsumsi rumah tangga. Kota ini terdiri dari
masyarakat dengan latar belakang sosial ekonomi yang beragam, mulai dari pegawai negeri, pedagang
pasar tradisional, pekerja sektor jasa, hingga buruh informal. Kondisi ini menjadikan Banjarbaru
sebagai lokasi strategis untuk mengamati dampak ekonomi dari kebijakan fiskal nasional, termasuk
perubahan tarif PPN.

Penelitian terkait kenaikan pajak pernah dilakukan dengan judul penelitian tentang Analisis
Dampak Knaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Pada Masyarakat dan Inflasi di Indonesia. Hasil
dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwasannya kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) yang semula 10% menjadi 11%, menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat
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terutama pelaku usaha (pedagang). Masyarakat beranggapan dengan adanya kenaikan PPN ini
akan membuat pengeluaran bertambah. Akan tetapi sesuai dengan Undang-undang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan, bahwasannya ada kriteria tertentu yang berkaitan dengan
barang dan jasa yang dikenai PPN. Sedangkan  mengenai  dampak  kenaikan = Pajak
Pertumbuhan Nilai (PPN) tidak terlalu berpengaruh pada inflasi. Umumnya inflasi terjadi
karena harga komoditas mengalami kenaikan, misalnya harga minyak goreng dan Bahan Bakar
Minyak (BBM) melonjak secara drastic (Kharisma and Furqon 2023).

Kenaikan tarif pajak umumnya akan mempengaruhi daya beli masyarakat karena akan
berdampak pada harga barang atau jasa di pasaran. K enaikan harga barang akan mempengaruhi daya
beli masyarakat. Bagi masyarakat dengan pendapatan terbatas, kebijakan kenaikan tarif PPN bisa
memaksa mereka melakukan penyesuaian pola konsumsi, misalnya dengan mengurangi pembelian
barang-barang sekunder, menurunkan kualitas konsumsi, atau bahkan mengorbankan kebutuhan
pokok tertentu. Hal ini dapat memicu ketimpangan sosial, perlambatan konsumsi domestik, hingga
peningkatan angka kemiskinan jika tidak diantisipasi dengan kebijakan pendukung yang tepat.

Di sisi lain, kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke atas mungkin mampu
menyerap dampak kenaikan harga tanpa mengubah perilaku konsumsi secara signifikan. Perbedaan
ini menunjukkan pentingnya melakukan kajian secara empiris dan berbasis data lokal untuk
memahami bagaimana kebijakan PPN berdampak secara heterogen pada daya beli masyarakat di
daerah seperti K ota Banjarbaru.

Selain itu, kajian ini juga relevan untuk melihat sejauh mana efektivitas kebijakan fiskal yang
bersifat nasional ketika diterapkan di wilayah dengan karakteristik ekonomi yang berbeda-beda.
Dengan adanya reformasi pajak yang cenderung sentralistik, maka perlu dilihat apakah kebijakan
tersebut mampu berjalan selaras dengan realitas ekonomi lokal, terutama pada sektor-sektor
konsumsi masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis
dampak kenaikan tarif PPN pada daya beli masyarakat di Kota Banjarbaru, baik dari sisi teoritis
maupun implikasi kebijakan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada
pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun kebijakan pajak yang lebih adil dan responsif pada

kondisi sosial ekonomi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini adalah metode literatur review atau Pustaka, metode ini
menganalisis tentang kenaikan tarif pajak penambahan nilai (PPN) 12% pada minat beli masyarakat
di kota Banjarbaru. Data dalam penelitia berasal dari berbagai sumber pustka, baik melalui buku,
publikasi internet, laporan pemerintah, data statistic oleh Badan Pusat Statistik, publikasi lain yang
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berkaitan pada minta beli masyarakat kota Banjarbaru, dan serta data-data dari media terpercaya
terkait dampak kenaikan PPN pada minat beli masyarakat di kita Banjarbaru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pajak Penambahan Nilai merupakan tambahan nilai barang kena pajak atau jasa kena pajak.
Pemungutan PPN dilakukan pada setiap mata rantai jalur, produksi maupun jalur distribusi dari
pabrik, pedagang besar, sampai dengan pengecer(N ataherwin, Syanti Dewi 2022).

Pajak Penambahan Nilai (PPN) 12% Merupakan tarif baru yang di keluarkan pemerintah
melalui undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang Hermonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)
yang berlaku sejak 1 januari 2025. Aturan kenikan tarif pajak tersebut berlaku untuk seluruh Barang
Kena Pajak (BPK) dan Jasa Kena Pajak JKP) yang tergolong barang mewah (DJP 2025).

Kebijakaran pemerintah pada kenaikan Tarif pajak 12% dapat memberikan dampak pada
tingkat beli masyarakat. Perubahan pajak yang awalnya 11% berubah menjadi 12% membuat
beberapa kalangan masyarakat khawatir akan kenaikan harga barang yang akan masyarakat beli.
Perubahan minat beli masyarakat yang terjadi bisa menjadi pemicu inflasi dan berdampak baik pada
penjual maupun pembeli.

Dampak kenaikan PPN 12% di terapkan di seluruh provinsi maupun kota di Indonesia
termasuk kota Banajrbarun. Kota Banjarbaru yang merupakan ibu kota dari provinsi Kalimantan
Selatan, banyak jenis kalangan level ekonomi baik menengah ke bawah maupun ekonomi menengah
ke atas. Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, Pertumbuhan Ekonomi kota
Banjarbaru menjadi pertumbuhan tertinggi se Kalimantan Selatan tahun 2024 yang di perbaharui
pada februari 2025 dengan nilai pertumbuhan sebesar 6,71 %. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi se
Kalimantan Selatan ini berlangsung selama 3 tahun berturu-turun dari tahun 2022-2024. Berikut
tabel pertumbuhan ekonomi kabupan kota di Kalimantan Selatan tahun 2024:

Tabel 1

Pertumbuhan E konomi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024

Kabupatan/ Kota Pertumbuhan E konomi M enurut
Provinsi Kalimantan Kabupaten/ Kota di Provinsi
Selatan Kalimantan Selatan (Persen)
2024
Kalimantan Selatan 5.05
Tanah Laut 5.01
Kotabaru 5.34
Banjar 4.76
Barito Kuala 5.02
Tapin 4.89
Hulu Sungai Selatan 5.15
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Hulu Sungai Tengah 4.95
Hulu Sungai Utara 4.43
Tabalong 4.87
Tanah Bumbu 4.82
Balangan 4.15
K ota Banjarmasin 5.63
Kota Banjar Baru 0.71

Sumber: data Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan 2025

Pertumbuhan ekonomi di kota Banjarbaru pada tahun 2022 menjadi tingkat pertumbuhan
yang paling tinggi dengan pertumbuhan 7,92% pasca Covid. Kemudian pada tahun 2023
pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan menjadi 6,81%. Penurunan pertumbuhan ekonomi
kota Banajrbaru masih mengalami penurunan pada tahun 2024 sampai februari 2025 sebesar 6,71%.
Penurunan yang terjadi ditahun 2023-2025 memang tidak signifikan, hanya mrngalami penurunan
sebesar 0,10% (BPS 2025).

Tabel 2
Pertumbuhan E konomi kota Banjarbaru tahun 2022-2024
Tahun
Pertumbuhan E konomi
kota Banjarbaru (persen)
2022 7.93
2023 6.81
2024 6.71

Sumber: data Badan Pusat Statistik Provinsi K alimantan Selatan 2025

Menurut Presiden Prabowo kenaikan PPN 12% hanya berlaku pada barang-barang mewah
dan jasa mewah, tidak berlaku bagi kebutuhan pokok masyarakat kecil seperti, beras, tepung, dll
(Kemenko 2025). Meskipun demikian dengan adanya informasi kenaikan pajak, menjadi pengaruh
pada tingkat belanja masyarkat di Kalimantan Selatan. Berdasarkan data yang di peroleh melalui
media center portal berita Kalimantan Selatan bahwa terjadi inflasi y-on-y sebesar 0,62% atau
kenaikan Harga Konsumen THK dari 107,14 menjadi 106,33 per januari 2025. Tingkat deflasi m-to-
m sebesar 0,76% dan tingkat deflasi y-to-d sebesar 0,76% (Yusinta 2025).

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang dimana kenaikanya hampir pada
seluruh indeks kelompok pengeluaran, seperti: kelompok makanan, minuman, tembakau sebesar
1,58%, pakaian dan alas sebesar 0,92%, kemudian pada perlengkapan, peralatan, dan pada
pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,47%. Kenaikan juga terjadi pada sektor Kesehatan yaitu
sebesar 2.01%, pada Pendidikan sebesar 1,68%. Sedangka pada sektor makanan dan minuman atau
restoran sebesar 1,45%, serta sektor perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 10,38%. Selain

terjadi kenaikan inflasi, ada beberapa sektor yang mengalami penurunan seperti: sektor perumahan,
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air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 8,77%, sektor informasi, komunikasi dan jasa
keuangan sebesar 0,17%.

Berdasarkan data di atas perubahan atas kenaikan dan penurun inflasi masih dalam katagori
normal, meskipun kenaikan terjadi di beberapa sektor penting dalam tingkat ekonomi. Kategori
normal dalam kenaikan inflasi ini berdasarkan pada target pemerintah Indonesia berdasarkan PKM
No0.101/PMK.010/2021 tentang sasaran Inflasi dari tahun 2022 sebesar 3,0%, tahun 2023 sebesar
3,0%), dan tahun 2024 sebesar 2,5% dengan deviasi masing-masing 1%. Sedangkan kenaikan inflasi
IHK y-on-y yang terjadi di tahun 2025 sebesar 1,60% berdasarkan data terbaru pada 31 may 2025
(BI 2025a).

Kenaikan PPH 12% yang terjadi di tahun 2025 mengalami dampak pada tingkat belanja
masyarkat serta inflasi berdasarkan data di atas masih menjadi katagori normal karena tidak melebihi
batas inflasi yang di tetapkan pemerintah. Meskipun demikian pertumbuhan ekonomi di kota
Banjarbaru mengalami penurunan sebesar 10% dari tahun 2023 sampai februari 2025. Dengan
adanya penurunan pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa tingkat daya beli masyarakat juga
mengalami penurunan, meskipun penurunanya tidak signifikan.

Menurut Bank Indonesia cabang Kalimantan Selatan, Inflasi yang terjadi di Kalimantan
Selatan pada tahun 2025 diperkirakan akan lebih tinggi di bandingkan dengan tahun 2024 dengan
rentang sasaran 2,5% +1% (yoy). Kenaikan inflasi yang terjadi di perkirakan berdasarkan tekanan
inflasi oleh banyak kelompok, terutama pada kelompok makanan, minuman, tembakau, transportasi,
perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga (BI 2025b).

Inflasi tidak berpengaruh signifikan karena kenaikan PPN 12%, terjadinya inflasi di
sebebabkan oleh beberapa faktor seperti tingginya aktivitas golongan konsumen dan dunia usaha,
kecendrungan kenaikan harga produksi, tingginya aliran uang, ketidak stabilan di bidang politik dan
perekonomian, utang negara, dan lain-lain (Muyasarah 2023). Pertumbuhan ekonomi hanya menjadi
salah satu penyebab inflasi sehingga dengan adanya kenaikan PPN 12% tidak berdampak pada
kenaikan inflasi (Aryansyah et al. 2025).

Sedangkan Pertumbuhan ekonomi kota Banjarbaru yang mengalami penurunan dari tahun
2023 sebesar 6,81% menjadi 6,71% pada tahun 2024 berdasarkan data terbaru pada februari 2025
(BPS 2025). Penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 10%  menjadi cukup tinggi dan berdampak
negatif untuk pertumbuhan ekonomi jika tidak di evaluasi dan meningkatkan kembali stabilitas
pertumbuhan ekonomi.

Meskipun demikian faktor penyebab penurunan pertumbuhan ekonomi di pengaruhi oleh
beberapa faktor diantaranya seperti krisis ekonomi global, kebijakan pemerintah yang tidak efektif,
fluktuasi harga komoditas, masalah internalitas inflasi dan bencana alam. Minat beli masyarakat kota

Banjarbaru menjadi pendorong perubahan pada pertumbuhan ekonomi.
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KESIMPULAN

Kenaikan Tarif Pajak Penambahan Nilai 12% tidak mempengaruhi minat beli masyarakat,
karena aturan tersebut berlaku pada barang-barang mewah. Meskipin begitu penurunan pendapatan
terjadi di kota Banjar dari tahu 2022 sampai tahun 2024. Kebijakan PPN 12% vyang mulai
dilaksanakan di awal tahun 2025 dan berdasarkan data pembaharuan pertumbuhan ekonomi yang
terjadi mengalami penurunan sebesar 10%. Inflasi tidak mengalami dampak kenaikan yang signifikan
karena aturan terkait Tarif Pajak Penambahan Nilai 12%.
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